
BUPATI KUNINGAN 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUN!NGAN 
NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 320 Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Serita Negara Tahun 
1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 



Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerimah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungu tan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mihik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

26. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesai Nomor 6321); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 6037); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

31 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rrepublik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6206); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

34. Peraturan Pemerintah Nomar 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
6322); 
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36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323); 

37. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya ; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1560); 

41 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Pedoman Pengelolaan 
Daerah (Berita Negara Republik 
Nomor 754); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran 
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Betita Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2017 Nomor 450); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 63); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada PT. Bank Jabar -- Banten (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 
Nomor 69); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan 
Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan 
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 
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Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah 
Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Air 

Mi.num Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 
Nomor 4); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 
2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta 
Raharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 
Nomor 381), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan 
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 
2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta 
Raharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 
Nomor 19); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Nomor 26); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 
2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 
Nomor 17); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2019 Nomor 15); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 4). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
dan 

BUPATI KUNINGAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasa.11 

{ 1) Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 
f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan 
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2020 sebagai 
berikut: 

a Pendapatan 
b Belanja 

Defisit 
c Pembiayaan 

Peneriman 
Pengeluaran 
Pembiyaan 
Netto 

Rp2.776.498.025.041,00 
RD2.795.800.003.283,00 

Rp54.604.199.504,00 
Rp3.000.000.000,00 

Rp(19.301.978.242,00) 

Rp51.604.199.504,00 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp 119.374.332.916,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a Anggaran pendapatan Rp2.895.872.357.957,00 
setelah perubahan 

b Realisasi 
Selisih kurang 
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp152.215.554.178,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a Anggara.n belanja setelah 
perubahan 

b Realisasi 
Selisih kurang 

Rp2.948.015.557.461,00 

Rp2. 795.800.003.283 ,00 
Rpl52.215.554. 178,00 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah 
Rp. (32.841.221.262,00)dengan rincian sebagai berikut: 

a Surplus setelah Rp(52.143.199.504,00) 
perubahan 

b Surplus realisasi 
Selisih kurang 

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp539.000.000,00dengan rincian sebagai berikut: 

Rp[9.301.978.242,00] 
Rp{32.84 1.221 .262,00) 

a Anggaran Penerimaan 
pembiayaan setelah 
perubahan 

b Realisasi 

Selisih kurang 

Rp55.1 43.199.504,00 

Rp54.604. I 99.504,00 

Rp539.000.000,00 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a Anggaran Pengeluaran Rp3.000.000.000,00 
pembiayaan setelah 
perubahan 

b Realisasi 

Selisih kurang 

Rp3,000.000.000,0Q 

Rp0,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp539.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut : 

a Anggaran pembiayaan Rp52.143.199.504,00 

netto setelah perubahan 

b Realisasi 

Selisih Kurang 
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Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa.l 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 
Tahun 2020 sebagai berikut : 

a Saldo anggaran lebih awal 
tahun sebelumnya 

Rp54.604.199.504,00 

b Penggunaan SAL sebagai 
penerimaan pembiayaan Rp54.604.199.504,00 
tahun sebelumnya 

C Sisa lebih (kurang) Rp32.302.221.262,00 
Pembiayaan Anggaran 

(Silpa/SIKPA) 

d Saldo anggaran lebih akhir Rp32.302.221.262,00 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: 

a Jumlah Pendapatan L-O 

b Jumlah Beban 

c Surplus L-0 

Rp2.485.747.112.181,27 

Rp2.321.051.063.161,37 

Rp164.696.049.019,90 

Pasal6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat {1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai 
berikut: 

a Ekuitas awal 

b Surplus L-0 

c Darnpak kumulatif 
perubahankebijakan 

d Ekuitas 

1 1  

Rp2.356. 786.307.214,21 

Rp164.696.049.019,90 

Rp87 .030.712.623,30 

Rp2.608.513.068.857,41 



Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat {l) huruf e 
per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : 

a Jumlah Asset 

b Jumlah Kewajiban 

c Jumlah Ekuitas Dana 

Rp2.649.173.155.270,54 

Rp40.660.086.413,14 

Rp2.608.513.068.857,41 

Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruff per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : 

a Saldo kas awal per I Rp54.604.199.504,00 
Januari 2020 

b Arus kas bersih dari Rp358.480.430.138,00 
aktivitas operasi 

C AruS kas bersih dari Rp(380.782.408.380,00) 

aktivitas investasi aset non 
keuangan 

d Arus kas bersih dari Rp0,00 
aktivitas pendanaan 

e Arus kas bersih dari Rp0,00 
aktivitas transitoris 

f Saldo as akhir per 31 Rp32.302.221.262,00 
Desember 2020 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) hurufg tahun anggaran 2020 memuat informasi 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a Lampiran I 

Lampiran 1.1 

laporan realisasi anggaran 

ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah 

12 



Lampi ran I. 2 

Lampiran 1.3 

Lampiran I.4 

b Lampiran II 

C Lampiran III 

d Lampiran IV 

e Lampiran V 

f Lampiran VI 

g Lampiran VII 

h Lampiran Vlll 

Lampiran IX 

j Lampiran X 

k Lampiran XI 

1 Lampiran XII 

m Lampiran 
XIII 

n Lampiran 
XIV 

o Lampiran XV 

p Lampiran 
XVI 

q Lampiran 
XVII 

r Lampiran 
XVIII 

s Lampiran 
XIX 

t Lampiran XX 

dan organisasi; 
rincian laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pernerintahan 
daerah, program dan kegiatan; 
rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 
laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
laporan operasional; 
LPE; 

neraca; 
laporan arus kas; 
catatan atas laporan keuangan; 
daftar rekapitulasi piutang daerah; 
daftar rekapitulasi penyisihan piutang 
tidak tertagih 
daftar rekapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir; 
daftar penyertaan modal (investasi) 
daerah; 
daftar rekapitulasi realisasi penambahan 
dan pengurangan aset tetap daerah; 
daftar rekapitulasi aset tetap; 

daftar rekapitulasi konstruksi dalam 
pekerjaan; 
daftar rekapitulasi aset lainnya; 

daftar dana cadangan daerah; 

daftar kewajiban jangka pendek; 

daftar kewajiban jangka panjang; 

daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya; dan 
ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah/perusahaan daerah 

Pasal 11 

Ketentuan lebih Ian jut mengenai penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

13 



Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal:24 -8-202 

ol 

Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal: 2y - 2 .  2+ 

SEKRETARIS DAERAH 
ABUPATEN KUNINGAN, 

is+ as ­ 
" pN RACHMAT YANUAR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR Y 

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNJNGAN, PROVINSI JAWA 
BARAT Cw/y/be) 

BADAN PENGELLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH 

PEJABAT PA RAF TANGAL KET 

KASUBAGI 
� ,;. KASUB8ID 

KA BID ; 
SEKRE'ARIS 

KE PALA BADAN 
r 

ASISTEN 4/ 

SEKRETARIS 

I\ DAERAH 

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM 

PEJARAT FARAF TGL KET. 

KA.SUE.EA; I 

KABAG. ' 
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PEERINTAH KABUPATEN KUNINGAN 
LAP ORAN REALSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN SE LANA UNT'UK TAMUN YANG BERAKHIR SAMPAN DE NGAN 31 D&SEMBER 

2020 

42.644.806.19, 
54.6 +199.504.( 21.221.262 

$1.604.199.504, 52.143.199.504, 
$/A LEBH PEMBAYAAN ANGGARAN (SIL A 

3 4 $ 6 

l Pf:NDAP1'TAH - lU 2.M5.171.UJH95J 2.11'-'98�.025.041 H 3.U\Ul9.67'�00, 
L.L. [PENDAPATAN ASL DAERAM (PAD] -LAA 330.335.349.31, 298.726 96, 301.403.914.¢ 

2 

1.3. 
1 3 1  

11 1  tanPperan 1 80.865.500.000,0¥ 84.31 27] 93712767 385, 1.12 [Pendeptan etribusi paerh -1RA 59.239.831.60 J 53533.036558, 90,37 1325349.744,0 t.l l  P•nda?atlnHH�.P�iolNnlttay_Hl'!Ow1hyiftl. 6153805•�� ........... 615l\�u:96oo 1 00 9.371180,00 1.1.4. [Lir-lain PAD Yg 5ah -LRA 183.376.212.218,0l 154.021.756 83,99 151676426 363,0 
1.2. [PEND#ArAN Tvsres -L t 5kiss.so.ss T so.sis.0s3, . , ]  #is1As29o% 1.2.1. [Pendpatan rrsfer Penrith Pust-Dam 935.694.409, 1650.118.409.167,0, $1] 1.740.991.070.659,0 
1 2 1 01 8gi  Has Pji-URA $6.770.899.080, 47,520547,810,6 83,71 31.292653. 1 2 1 0l s  is  son »it[umbe pea m-u 52,821356339 _38,666 410d e] 241n,is, os, 1 2 1  0  . •  ,. IJUmum.....lQ_AUJ-LllA -,�Lc,,.;;. ....... 689go�,209§.01SOOQ.O� '.2133591�0 
1 2 1  I)  1Job1J lhus<1$JQ_Altl.:.!M__ U5 J91.995:�0()00 21 919 321i.528,0 �231---- 112 803 07' 41L0 1.210f0Dana Alokasi usus Bantuan 123343.755. 0 119.895.723,355,0 98,93 329.358.868.986.0 
1.2.2. [Pendpeta Trnstr Peerintah Pust-Linmy-1 350.969.050. 350.969.050.000,0 ,0, 329.482.000.000, 

[1.2 2 01 0na  Pemvesuin ]350969,0$0. ,0 35$0969.050.000,0 1 ,00, 329.482 000.000 0 1.23. [Pendapetn Trsfr Pmrintah Drh, 148.765.382.353/3j 10.491.630.679,0 8l0. 124.287.626.143,0 
1230\Pendapatan 8ag Hsi Paik (Prvisl) 148.765.382 35$3,0 120 497 630.679, 81&0l ±4 287 626.143.0 
12.4 . [Ba ntan  Kung -LRA 234.299.063.884, 20.035.555.207,0 93,91 119.207.186.178, 
1.24 antuanKeugan dari Provins 4tu Pemerintah 134. 2 99. 063. 884 , 0  035.555.207,0 9; 119207186 178.0 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAM YANG SAM -LRA 131.167.818.000,0.4 136.151.299.359,0 99,26 705.467.878.355,0 
e n g a pa ta i b u - tR A 13 1 6 8 18 . 000, 0 l  136 151.299.359,0 99, 26  132491.066.034.0 
s f _ z i s i i i @ i i @us  zii@oz@jsi sisf zis soi7sis2 

21, 'UNA OPERAS 658.».97.2820 1.909.424.149.985,0] 94, 737.836.236,6 [2 1 1  [Belnj» P egaw a ! _ 1 2 3 3 1 1 1 3 88 7 1 5 , 0 l  1196 140,805.050,0/ 97,16 258 919 410271,0 
14 [eloja Brang an /a$a 699993.7358730] 630,197.764199,0 90,1i i1.372086.496,0 
2 1 3  [Belia Bnga - 563958.337,00 

Ji.f.i,j,tlbl� 53�50895.164000.,., 9�........._ 467�41Lll4.0 
en Btu sosil , 39262 702% 5990.416.736,0u 76,38, 17123,9720o 

2.2. [BFUANA MODAL 413.868.63L.1 378.703.766.$05. ] 9146 251.909.012.385,/ 
22 [BeanijaModi Tanh 5770 4732989.296, 0; 2116.899.880,( 22.2,._8e1111jlMocjjilPti1l111ndan�n �!32667.60 79573821550.,0 9555 69.sos.�, .. 

[223 [8nj Modal edung dan 8ngunan 127.29$, 9.823,0 112.473.642 588.9 8?l 68.482403.2 2.2.4. [8elnja Modal ln, trigasi dan in 46 417.065.329,00, 43.926.659 308, 94, 53  63.102.715.929 
2.5. [8etnj Modal Aet Tetap tiny re 043738.444, 36.587 409.608, 13 44.512983.667, 

2is [egadan #et inmya 1 +0s 8 so. 9gr '  ;409 244455,0 99,$6, 4188 319,397,0¥ 
2.3. [BELA TAK TERDUGA 53.804.073.168,0¢' g1 902.8$7.991,4 96,33] 185$.$02.000,00 2 3 1  [Belanja Tak Ter¢ p 4go4031sg, !gs9028579g1 98,33 1855.902.000,00 3 'TRANSFER •54.611.525.113 "54.369.221

1
.502 0 99 U UJ.111.105.....0 

[3A. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 14.403.811.713, A4.370.649.039, 7 13.280.547.39$, 
3.L.1 'Transter Bagi as Pajak Daerah 9.371.276.739,00] 9.342 852.741,0¥ 99,70 8,783.799.145,0 
3. 1 2  'Transfer Bagi +st Retribusi 50325, 74, $027796. 99,91 4,496.748.250,0 

EE- 4EE, j 7; 
URPLUS/IDE+SIT .301 37, 97.249.005.623 

4 PEMBIAYAAN .604.199.. 98, 7  [42.644.806.119 
[4.I. [PENERIMAAN PEMSUAYAAN $4.49M193, 49.683.696.301, 
411 [Peguaan SA 454604199.504 54604199504 10 ,00] 34.423.696. 301, 
[us [eerimaan Putang Daerah $39.000.000,00] ,000.000.000, 
4 1 4.  [Pinyaman Dalamn Negeni + 2 60. 000. 000 , 00  
4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000, +.000.000,00\ 100,00 92.328.$02.420,0 

h t intah 3.000.000.000,0 3.000.000.000.00/ 100,00 3.500.000.000,00 422. [Peryertaan Modal/vestasi Pemerint 9 24 4]  t82598352420,0 
4 2 3  [Daerah Pembyran Poloi Pinyan Dalan 623015.000.00 427 Negeri Pembyran tang /rg Panjang 

Linn.a 

PEMBLAYAAN NETTO 

PARAF KOOROINASI BAG. HUY!JM 

KET. TGL. 

A.$3.EA 

KA£AG. 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH 
FE.AEAT PARAF TANGAL ET 

KA.EA 

h % AS ED 

KAID 

­ goer 
A 

Kt A L A B  A  r 

A S0 1 E N  , 'iT- 
0  

SE ETAS 

"' 
/ DAERAH 

' 
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Lampira ; P erturan  Daerah 

Noror 4Tatun .2020 
Tang4al 19 0litter 2020 

KABUPATEN KUNINGAN 

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI(PNS & CPNS ) PER-G0LONGAN DAN PER-JABATAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

±AN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE£T 

DAERAH 

FE AuAr PARA T G+, . 
A G r  ­ % KAS 500 

KA3ID 

SEKE TARIS 

4 KEPALA BA DAN 

ASISTEN V 

SEKRE TARIS [ 7 DAERAH 

f' BuPATKUN GL} 

• 

ESELON NON ESELON 

GOLONGAN I RUANG FUNGSIONAL FUNGSONAL JUML AH 

' 
l 

" 
Iv TERTENTU UM UM 

f 2 3 4 $ 

' • 
g 

Golongan Vie 2 2 

Golongan IV/d f 6 7 

Golongan Vi 21 192 213 

Golongan IV/b 9 55 

' 
2214 3 2282 

Golongan V/a 2 97 67 938 9 1.113 

JUMLAH GOLONGAN IV . 33 152 68 3.352 12 3.617 

Golongan lid 34 407 1.298 155 1.894 

Golongan Ilic 228 t.136 355 1.719 
� 

Golongan it 46 863 595 1.504 

Golongan Ill/a f 275 306 58.2 

JUMLAH GOLONGAN IM . . 34 682 3.572 1.41f 5$.699 

Golongan 'd 86 359 445 

I----- -- 

Golongan ic 165 437 602 

Golongan lb 9 176 185 
� 

Golongan ll/a 26 33 59 

JUML AH GOLONGAN . . . . 286 1.005 1.291 

GolonganVd 38 38 

Golongan /c 9 9 

Golongan Vb • 4 

Golongan Va . 

JUML AH GOLONGAN I . . . . . 5f 51 

TOTAL . 33 486 750 7.210 2.479 10.658 

PARAF KOORDINAS! BAG. HUKUM 

PEJARAT PAR:F TGL. KET, 

KA.SUE EA3. 
,,,. . 

KA8AG. 
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